
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus 

Baiq Nuril pemberian Amnesti yang dilakukan oleh Presiden kepada Baiq 

Nuril berdasarkan Konstitusi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut mencerminkan 

kekuasaan yang mandiri dan mutlak yang tetap memberikan pertimbangan 

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal 28G Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, yang berbunyi; 

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaanya, aerta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbiat sesuatu yang merupakan hak asasi 

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari pentiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari Negara lain. 
 

Pasal 28 J UUD 1945, yang berbunyi; 

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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b. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demoktaris. 

Amnesti yang diberikan oleh presiden pada Sdri. Baiq Nuril 

Maknun, dengan alasan kemanusiaan, dan pemerintah juga sangat serius 

dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan ketimpangan 

gender. perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap 

hak asasi. korban berlapis dari kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh 

atasannya maupun karena ketidakmampuan negara melindunginya. 

kriminalisasi pada Baiq Nuril menjadi presden buruk bagi hilangnya rasa 

aman bagi perempuan, mencederai rasa keadilan masyarakat dan gagalnya 

pemenuhan hak perempuan. korban kekerasan seksual, menciptakan 

kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di 

hadapan hukum 

A. Saran 

Adapun saran yang di rekomendasikan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah dan legislative untuk merevisi kembali terkait dengan Tindak 

pidana pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tidak memenuhi prinsip 

lex certa (firma hukum) dan lex stripta (yang strips hukum) rumusaan suatu 

perbuatannya harus jelas dan rumusan tindak pidana itu harus jelas, ketat, tidak 

karet dan tidak multitafsir.  
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2. Pengajuan amnesti harus selektif dan untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya 

dirasakan oleh masyarakat umum, putusan pengadilan harus bisa 

mencerminkan keadilan sebab hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan hakim wajib menggali nilai-nilai 

keadilan dalam masyarakat  
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